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ABSTRAK
EKAHARYANTI, 10400114037, Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Memutus Suatu 
Tindak Pidana Lalulintas (Studi Kasus Lakalantas Putusan No:58/Pid.Sus/PN.Snj) . 
(Dibimbing Oleh Dr. Hamsir.,SH.,M.Hum selaku pembimbing I dan Dr. Kurniati., 
S.Ag.,M.HI selaku pembimbing II)
Pokok masalahan dalam penulisan ini yaitu: 1)Bagaimana pertimbangan hukum 
hakim dalam memutus suatu perkara lakalantas (studi kasus lakalantas putusan
No.58/Pid.Sus/2016/Pn.Snj) 2)Bagaimanakah bentuk pertimbangan dalam penerapan oleh hakim 
dalam perkara lakalantas diwilayah hukum Pengadilan Negeri Sinjai(studi kasus lakalantas
putusan No.58/Pid.Sus/2016/Pn.Snj)
Adapun sumber data penelitian ini adalah Pengadilan Negeri Sinjai. Kemudian metode 
pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara, dokumentasi, dan penelusuran 
referensi.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa majelis hakim yang memeriksa perkara ini telah 
menerapkan aturan hukum yang berlaku sesuai dengan ketentuan pidana yang berlaku. Hal ini 
dapat ditunjukkan dengan melihat bahwa majelis hakim dalam memutus bahwa perbuatan 
terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana kelalaian lalu lintas sesuai dengan pasal 310 
ayat (4) undang-undang No.22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan didasarkan 
atsas kebenaran materil yang diperoleh dari surat dakwaan, keterangan-keterangan saksi, fakta-
fakta dipersidangan, alat bukti dan barang bukti yang terungkap dalam proses persidangan.
Pertimbangan hukum majelis hakim dalam penerapan hukum pidana dalam kasus 
tersebut sudah sesuai dengan hukum pidana yang berlaku di Indonesia. Dalam putusan 
No.58/Pid.Sus/2016/Pn.Snj) proses pengambilan keputusan yang dilakukan majelis hakim 
menurut Penulis sudah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, yaitu berdasarkan pada 
sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, yaitu keterangan saksi, barang bukti, surat visum et 
repertum dan keterangan terdakwa.
1BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Sesuai dengan kodratnya, manusia diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa 
untuk hidup bersama manusia lain, atau hidup bermasyarakat. Dalam kehidupan 
bermasyarakat ini mereka saling menjalin hubungan antar yang satu dengan lain, 
karena itu maka manusia juga dikatakan sebagai mahluk sosial.
Suatu kenyataan hidup bahwa manusia itu tidak sendiri, dirinya hidup 
berdampingan bahkan berkelompok dan sering mengadakan hubungan antar 
sesamanya. Hubungan yang terjadi berkenaan dengan kebutuhan hidupnya yang 
tidak mungkin akan dipenuhinya sendiri.1
Kehidupan bermasyarakat tersebut mengharuskan manusia untuk membuat 
aturan hidup yang diberlakukan di antara mereka sebagai alat untuk menjaga 
keharmonisan hubungan, kehidupan bermasyarakat yang aman, damai, serta
tentram. 
Hukum serta fungsinya mengatur seluruh aspek kehidupan berbangsa dan 
bernegara dapat memberikan konstribusi secara maksimal kepada pelaksanaan 
jika aparat penegak hukum dan seluruh lapisan masyarakat tunduk serta taat 
terhadap norma hukum. Dalam peristiwa kecelakaan lalu lintas (lakalantas) 
haruslah dipisahkan antara pelanggaran dan kejahatan. Karena dalam penuntutan 
didepan hukum maka kejadian yang terjadi haruslah  merupakan kejahatan, 
sementara pada kecelakaan lalu lintas kejahatan yang terjadi merupakan kejahatan 
                                                          
1Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana 1 (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002), 
h. 67.
2yang tidak disengaja atau dikarenakan oleh tindakan kelalaian/kealpaan.
Kecelakaan adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak disangka-sangka dan dan 
tidak disengaja melibatkan kendaraan yang sedang bergerak dengan atau tanpa 
pengguna jalan lainnya, mengakibatkan korban manusi atau kerugian harta benda. 
Kecelakaaan disebut fatal apabila sampai menimbulkan korban jiwa (meninggal 
dunia).2
Transportasi adalah sarana yang paling penting serta strategis dalam 
memperlancar roda perekonomian, memperkukuh persatuan dan kesatuan serta 
mempengruhi semua aspek kehidupan bangsa dan negara. Pentingnya transportasi 
tercermin pada semakin meningkatnya kebutuhan jasa angkutan bagi mobilitas 
orang serta barang dari dan ke seluruh pelosok tanah air, bahkan dari dan keluar 
ke luar negeri. Selain itu, transportasi juga berperang sebagai penunjang, 
pendorong, serta penggerak bagi pertumbuhan daerah yang berpotensi namun 
boleh berkembang, dalam upaya peningkatan dan pemerataan pembangunan serta 
hasil lainnya. Menyadari peran transportasi, lalu lintas serta angkutan jalan harus 
di tata dalam suatu sistem transportasi, pelayanan angkutan yang tertib, selamat, 
aman, nyaman, cepat, tepat, teratur, lancar, dan dengan biaya yang terjangkau oleh 
daya beli masyarakat.
Kecelakaan lalu lintas pada umumnya terjadi karena berbagai faktor 
penyebab yang bekerja secara serempak, seperti: pelanggaran atau sikap tak hati-
hati dari pada pengguna jalan (pengemudi dan pejalan), kondisi jalan, kondisi 
kendaraan, cuaca, serta pandangan yang terhalang. Kesalahan pengemudi 
                                                          
2Suwardjoko P. Warpani, Pengelolaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Bandung: ITB, 
2002), h. 118.
3merupakan faktor utama dalam banyak kecelakaan antara lain karena kelelahan, 
kelengahan, kekurang hati-hatian, dan kejemuan.3 Kondisi ketidaksiapan 
pengemudi membuka peluang besar terjadinya kecelakaan yang parah, serta 
membahayakan keselamatan pengguna jalan raya lainnya yang lengah, 
mengantuk, kurang terampil, tidak menjaga jarak, melaju terlalu cepat pada 
umunya adalah contoh kesalahan pengemudi.
Selain penyebab-penyebab kecelakan lalu lintas yang telah diuraikan di
atas, terjadinya kecelakaan lalu lintas di jalan raya juga dipengaruhi oleh faktor 
usia pengemudi, analisis data yang dilakukan oleh direktorat jenderal 
perhubungan darat menunjukkan bahwa pengemudi berusia 16-30 tahun ialah 
penyebab terbesar kecelakaan lalu lintas jalan (55,99 %).4
Sayang sekali pencatatan data kecelakaan di Indonesia belum cukup lengkap 
untuk bisa dianalisis guna menemukan sebab-musabab kecelakaan lalu lintas 
sehingga dengan tepat bisa diupayakan penanggulangannya.5      
Penegakan hukum di Indonesia pada saat ini tidak lepas oleh peran lembaga 
pengadilan sebagai salah satu lembaga dalam melaksanakan penegakan hukum di 
Indonesia. Dengan menjadi nya lembaga pengadilan sebagai salah satu lembaga 
dalam penegakan hukum di Indonesia, maka peran dari pengadilanlah yang harus
efektif dalam rangka mewujudkan penegakan hukum di Indonesia.
                                                          
3Wardjoko P Warpani, Pengelolaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Bandung: ITB, 
2002), h. 108.
4Wardjoko P. Warpani, Pengelolaaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Bandung: ITB, 
2002), h. 109.
5Wardjoko P. Warpani, Pengelolaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Bandung: ITB, 
2002), h. 108.
4Adanya peradilan yang independen dan mempunyai reputasi yang baik 
sangat dibutuhkan untuk menegakkan keadilan dalam masyarakat. Untuk 
mendirikan peradilan yang independen, semua orang yang menduduki jabatan 
dipengadilan dituntut untuk ikut serta dalam mendirikan, mempertahankan, dan 
menciptakan standar yang tinggi dalam peradilan sehingga integritas dan sifat 
independen peradilan dapat dipertahankan. Untuk menjaga integritas pengadilan, 
maka semua orang yang menempati posisi di peradilan harus menjalankan tugas 
mereka dengan adil dan tidak memihak. Seorang hakim yang menunjukkan sikap 
memihak atau deskriminasi dalam hal apa pun, dapat menghalangi terwujudnya 
keadilan dan membawa citra yang buruk pada peradilan. Oleh karena itu, penting 
bagi seorang hakim untuk menjaga badan menjalankan sifat tidak berpihak secara 
konsisten selama tugasnya.6
Seorang hakim dapat menjaga integritas, dan reputasi peradilan jika dia 
dapat meminimalkan aktivitas tambahan yang beresiko menimbulkan konflik 
anatara kewajibannya dengan aktivitas tambahan tersebut. Konflik antara tugas 
dan aktivitas tambahan yang rasional, dan tidak membahayakan kapasitas dan 
sifat tidak berpihaknya. Lebih jauh lagi, dia tidak boleh melakukan aktivitas yang 
menganggu tugas kehakimannya atau mempengaruhi pelaksanaan kewajiban di 
kantornya.7
Untuk melaksanakan penegak hukum di Indonesia pengadilan hanyalah 
merupakan lembaganya saja tetapi sebenarnya peran hakimlah yang sangat 
                                                          
6Abdul Manan, Etika Hakim dalam Penyelenggaraan Peradilan: Suatu Kajian dalam 
Sistem Peradilan Islam (Cet. I; Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri, 2007), h. 143.
7Abdul Manan, Etika Hakim dalam Penyelenggaraan Peradilan: Suatu Kajian dalam 
Sistem Peradilan Islam, h. 143.
5sensitif  karena dalam penyelesaian suatu perkara di pengadilan, khususnya dalam 
peradilan pidana hakimlah yang menjatuhkan vonis berdasarkan fakta yang 
ditemukan di persidangan. Hakim pun dalam menjatuhkan suatu vonis/putusan 
haruslah bersandar pada asas yang dinggap adil oleh masyarakat meskipun untuk 
menerapkan asas tersebut secara keseluruhan adalah bukan hal yang mudah.
Dalam suatu perkara pidana yang telah dilimpahkan ke pengadilan 
pastinya hakimlah yang harus memeriksa secara adil serta benar tentang apakah 
seseorang terdakwa terbukti melakukan suatu pelanggaran hukum ataukah tidak, 
hal ini nantinya akan berpengaruh dalam putusan hakim.
Dalam setiap pemeriksaan melalui proses acara pidana baik itu tindak 
pidana ringan, ataupun tindak pidana berat, keputusan hakim haruslah selalu 
didasarkan atas surat pelimpahan perkara yang memuat seluruh dakwaan atas 
kesalahan terdakwa. Selain itu, keputusan hakim juga harus tidak boleh terlepas 
dari hasil pembuktian selama pemeriksaan dan hasil sidang pengadilan. 
Memproses untuk menentukan bersalah atau tidaknya perbuatan yang dilakukan 
oleh seseorang, hal ini semata-mata di bawah kekuasaan kehakiman, artinya 
hanya jajaran departemen inilah yang diberi wewenang untuk memeriksa dan 
mengadili setiap perkara yang datang untuk diadili.
Jika seorang hakim benar-benar berhati-hati tentang ketidaksesuaian antara 
tugas kehakiman dan aktivitas lainnya, maka tidak aka nada orang yang 
berkesempatan untuk campur tangan dalam tugas kehakimannya atau 
mempengaruhi integritasnya. Hakim seperti itu akan mampu membuat keputusan 
tanpa takut atau kemurahan yang berlebihan bahkan jika pihak yang perkaranya 
6ditangani olehnya adalah seorang raja yang melawan rakyatnya, seorang teman 
dengan musuhnya, seorang yang miskin dengan orang kaya. Sebagai hasil dari 
keadilan hakim tersebut adalah, tidak ada orang yang berkuasa yang berani 
menekan orang miskin dan tidak akan ada orang lemah yang merasa kecewa akan 
keputusan hakim tersebut. Untuk mencapai kondisi ini seorang hakim harus 
berkonsentrasi terhadap tugas kehakimannya dengan mengurangi aktivitas 
lainnya.8
Agar independensi seorang hakim selalu terjaga, maka seprang hakim 
dituntut untuk secara intensif memerhatikan kejujuran dan integritasnya. Sebab 
hal ini adalah fondasi keadilan yang harus selalu ditegakkan. Orang-orang yang 
berperkara selalu berusaha merusak integritas hakim yang menangani perkara 
mereka dengan berbagai cara. Untuk mencapai tujuan itu orang-orang tersebut 
akan mencari cara agar mereka mendapat kesempatan untuk menjalin hubungan 
denga hakim. Orang-orang tersebut merusak integritas hakim dengan 
mendapatkan kemurahan hati yang tidak semestinya dalam persidangan, dan 
mengeksploitasi hubungan mereka dengan hakim. Untuk menghidari hal yang 
sering dialami oleh para hakim tersebut, maka mereka harus melakukan usaha 
terbaik dengan menolak berbicara dengan orang-orang seperti itu, supaya 
integritas mereka tetap terlindungi. Jika integritas seorang hakim atau menjadi 
perbincangan, akan sulit baginya untuk menjalankan tugas-tugasnya dengan baik 
karena tidak akan ada lagi yang percaya terhadap kejujurannya.9
                                                          
8Abdul Manan, Etika Hakim dalam Penyelenggaraan Peradilan: Suatu Kajian dalam 
Sistem Peradilan Islam (Cet. I; Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri, 2007), h. 143-144.
99Abdul Manan, Etika Hakim dalam Penyelenggaraan Peradilan: Suatu Kajian dalam 
Sistem Peradilan Islam (Cet. I; Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri, 2007), h. 138.
7Hakim dalam menjalankan tugasnya dalam menyelesaikan suatu perkara, 
pastinya mempertimbangkan segala sesuatu yang telah di temukan dalam fakta di 
peradilan, pertimbangan hakim dalam perkara pidana ringan seperti pelanggaran 
lalulintas pastilah tidak sama dengan ketika seorang hakim melakukan 
pertimbangan terhadap tindak pidana yang berat seperti terorisme. Beberapa 
hakim dalam memeriksa suatu perkara terkadang kepastian hukum dalam 
memutus suatu perkara, sebagian melihat untuk mencapai keadilan dan sebagian 
lagi melihat untuk mencapai kemanfaatan.
Ada dugaan beberapa pertimbangan hukum oleh hakim di berbagai 
pengadilan, khususnya di pengadilan negeri sinjai dalam perkara kecelakaan 
lalulintas (Lakalantas) belum mencerminkan keadilan, kemanfaatan, serta 
kepastian hukum. Terkait alasan dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan 
suatu perkara lakalantas, hal inilah yang mendorong penulis untuk melakukan 
suatu penelitian tentang “Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Memutus Tindak 
Pidana Lalulintas (Studi Kasus lakalantas putusan No:58/Pid.Sus/2016/PN-Snj di 
Pengadilan Negeri Sinjai)”
B. Fokus Penelitian Dan Deskripsi Fokus 
1. Fokus penelitian
Dalam penelitian ini yang menjadi fokus penelitian adalah pertimbangan 
hukum hakim dalam memutus suatu tindak pidana pelanggaran lalu lintas.
82. Deskripsi fokus
Berdasarkan fokus penelitian yang telah dikemukakan, maka deskripsi 
fokus, penelitian ini adalah pada segi persoalan yang dihadapi para hakim yang 
melaksanakan tugasnya dalam mengambil keputusan.
Untuk itu penelitian lebih lanjut maka skripsi ini memberikan gambaran 
bagaimana sikap, serta proses dalam mempertimbangkan sebelum memutus suatu 
perkara, di pengadilan negeri sinjai.
C. Rumusan Masalah
Berdasarkan latarbelakang masalah di atas, maka peneliti merumuskan 
rumusan masalah sebagai berikut:
1. Bagaimanakah dasar pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan
perkara lakalantas?
2. Bagaimanakah bentuk pertimbangan dalam penerapan oleh hakim dalam 
perkara lakalantas di wilayah hukum pengadilan negeri sinjai?
D. Kajian Pustaka
Dari beberapa penelusuran yang telah dilakukan, tidak ditemukan 
penelitian yang secara spesifik sama dengan penelitian ini. Namun, ditemukan 
beberapa penelitian yang memiliki pembahasan yang berkaitan dengan penelitian 
ini. Penelitian-penelitian tersebut dapat dikategorikan sebagai berikut:
1. Adami chazawi dalam bukunya pelajaran hukum pidana bagian 1. 
Pembahasannya begitu luas dan membahas tindak pidana secara rinci 
mulai dari pengantar umum, stelsel pidana, tindak pidana, teori-teori 
pemidanaan dan ruang lingkup berlakunya hukum pidana.
92. Warpani suwadjoko dalam bukunya pengelolaan lalu lintas dan angkutan 
jalan. Pembahasannya begitu luas dengan memadukan topik tradisional 
(rekayasa jalan, pengelolaan lalu lintas) dan topik non tradisional (tata 
guna lahan, transportasi umum). Akan tetapi, dalam bukunya tidak 
membahasa tentang bagaimana tindak pidana pelanggaran secara rinci 
sebagaimana materi yang penulis perlukan.
3. Abdul manan, dalam bukunya Etika Hakim dalam Penyelenggaraan 
Peradilan (Suatu Kajian dalam Sistem Peradilan Islam, membahas tentang 
bagaimana seorang hakim dalam menyikapi suatu perkara, bagaimana tips 
menyelenggarakan peradilan yang indepenedensi, serta bagaimana hakim 
berpedoman dalam hukum islam, penulis sangat terbantu dalam hal 
referensi karena begitu banyak pembahasan yang terkait dengan penelitian 
si penulis.
4. Lamintang, P.A.F. Dalam bukunya Dasar-dasar hukum pidana indonesia,
membahas bagaimana dan apa yang menjadi dasar-dasar hukum yang ada 
di Indonesia, keterkaitan buku dengan skripsi dari si penulis sangat banyak 
seperti dasar hukum yang di gunakan oleh hakim dalam memutus suatu 
perkara
5. Leden Marpaung dalam bukunya Tindak pidana wilayah perairan (laut) 
indonesia, buku tersebut sebagian besar membahas tentang wilayah laut 
Indonesia, sehingga penulis tidak terlalu banyak mengutip dari buku 
tersebut hanya sebagian yang berkaitan.
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6. UU No. 8 Tahun 2004 sebagai pengganti dari UU No. 2 Tahun 1986 
Tentang Peradilan Umum.
7. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang 
Hukum Acara Pidana (KUHAP).
8. Naning Ramdlon, dalam bukunya Menggairakhan Kesadaran dan Disiplin 
dalam Lalu Lintas. Membahas tentang bagaimana seharusnya masyarakat 
harus dan wajib menyadari bagaimana pentingnya kedisiplinan dalam 
berlalu lintas serta dampak yang di timbulkan oleh ketidakdisiplinan 
tersebut, pembahasan ini sangat berkaitan dengan materi yang akan 
disuguhkan si penulis dalam skripsi nya.  
E. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian
1. Tujuan penelitian
a. Untuk mengetahui bagaimanakah dasar pertimbangan hukum hakim dalam 
memutuskan perkara pelanggaran lalu lintas.
b. Untuk mengetahui bagaimanakah pertimbangan dalam penerapan oleh hakim
dalam perkara pelanggaran lalu lintas di wilayah hokum pengadilan negeri 
sinjai.
2. Kegunaan penelitian
a. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan 
pengetahuan secarar umum dan pengetahuan hukum pada khususnya dan 
lebih khusus lagi dalam mengkajian hukum pidana, tentang bagaimana 
pertimbangan hakim dalam memutus perkara pelanggaran lalu lintas. 
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Sehingga dapat memberikan efek jera terhadap pelaku maupun kepada calon 
pelanggar lalu lintas.
b. Sebagai bahan literatur bagi para pembaca dan sebagai masukan bagi para 
peneliti lain dalam melakukan penelitian pada bidang yang sama terutama 
melihat dari sisi lain dari peneliti.
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BAB II
TINJAUAN TEORITIS
A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana
1. Pengertian Tindak Pidana
Istilah tindak pidana berasal dari bahasa belanda “strafbaar feit”, yang 
terdiri dari tiga kata yaitu, straf, baar dan feit. Straf diartikan sebagai pidana dan 
hukum, baar diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan.10
Moeljatno mengatakan bahwa suatu starbaarfeit itu sebenarnya adalah 
suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang-
undangang. Disamping mengemukakan istilah yang tepat yakni perbuatan pidana, 
Moeljatno juga menyatakan bahwa istilah peristiwa pidana dan istilah tindak 
pidana adalah suatu istilah yang tidak tepat, dengan alasan:
a. Untuk istilah peristiwa pidana, perkataan peristiwa menggambarkan hal yang 
kongkrit (padahal strafbaar feit sebenarnya abstrak) yang menunjukkan pada 
kejadian tertentu, misalnya matinya orang yang tidak penting dalam hukum 
pidana. Kematian itu baru penting jika peristiwa matinya orang dihubungkan 
dengan atau diakibatkan oleh kelakuan orang lain.
b. Sedangkan istilah tindak pidana, perkataan “tindak” tidak menunjuk pada hal 
abstrak seperti perbuatan, tapi sama dengan perkataan peristiwa yang juga 
menyatakan keadaan kongkrit, seperti kelakuan, gerak-gerik atau sikap 
jasmani, hal mana lebih dikenal dalam tindak, tindakan dan bertindak. 
                                                          
10Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana 1 (Cet. 1. Jakarta: PT Raja Grafindo 
Persada, 2002), h. 70.
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Pandangan moeljatno terhadap perbuatan pidana seperti tercermin dalam 
istilah yang beliau gunakan dan rumusannya, menampakkan bahwa beliau 
memisahkan antara perbuatan dengan orang yang melakaukan ini sering disebut 
pandangan dualisme, juga oleh banyak ahli, misalnya Pompe, Vos, Tresna, 
Roeslan saleh, A Zaenal Abidin.
Pompe, yang merumuskan bahwa suatu strafbaar feit itu sebenarnya adalah 
tidak lain dari pada suatu “tindakan yang menurut sesuatu rumusan Undang-
Undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum” 11
Vos merumuskan bahwa strafbaar feit adalah suatu kelakuan manusia yang 
diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan. Sedangkan, R.Tresna, 
Walaupun menyatakan sangat sulit untuk merumuskan atau memberi definisi 
yang tepat perihal peristiwa pidana, namun juga beliau menarik suatu definisi, 
yang menyatakan bahwa, “peristiwa pidana itu adalah suatu perbuatan atau 
rangkaian perbuatan manusiayang bertentangan dengan Undang-Undang atau 
peraturan perundang-undangan lainnya, terhadap perbuatan mana diadakan 
tindakan penghukuman”. 12
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana
Berdasarkan berbagai rumusan tentang tindak pidana, maka dapat 
disimpulkan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang melawan hukum yang 
mengakibatkan pembuatnya dapat dipidana.
                                                          
11Lamintang, P.A.F, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, (Bandung: PT.Citra Aditya 
Bhakti,1997), h. 12.
12Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana 1 (Cet. 1. Jakarta: PT Raja Grafindo 
Persada, 2002), h. 71-72. 
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Adapun unsur tindak pidana menurut pendapat para pakar:
a. Satochid kartanegara, unsur delik terdiri atas unsur objektif dan unsur 
subjektif . Unsur objektif adalah unsur yang terdapat diluar diri manusia, 
yaitu berupa:
1) Suatu tindakan;
2) Suatu akibat, dan;
3) Keadaan.
Kesemuanya dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang. 
Adapun unsur subjektif adalah unsur-unsur dari perbuatan yang dapat berupa:
1) Kemampuan yang terdapat dipertanggungjawabkan
2) Kesalahan.13
b. Moeljatno, Unsur tindak pidana adalah:
1) Perbuatan;
2) Yang dilarang (oleh aturan hukum);
3) Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan).
c. Vos, Unsur pidana adalah:
1) Kelakuan manusia;
2) Diancam dengan pidana;
3) Dalam peraturan perundang-undangan.
d. Jonkers, Unsur tindak pidana adalah:
1) Perbuatan (yang);
2) Melawan hukum (yang berhubungan dengan)
                                                          
13Leden Marpaung, Tindak pidana wilayah perairan (laut) Indonesia, (Jakarta: sinar 
grafika, 1993), h. 96. 
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3) Kesalahan.
e. R.Tresna, Unsur tindak pidana adalah:
1) Perbuatan/rangkaian perbuatan (manusia);
2) Yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
3) Diadakan tindakan penghukuman.14
f. Schravendick, Dalam batasan yang dibuatnya secara panjang lebar itu, jika 
dirinci terdapat unsur-unsur sebagai berikut:
1) Kelakuan (orang yang);
2) Bertentangan dengan keinsyafan hukum;
3) Diancam dengan hukuman;
4) Dilakukan oleh orang (yang dapat);
5) Dipersalahkan/kesalahan.
Walaupun rincian dari beberapan rumusan diatas tampak berbeda-beda, 
namun pada hakekatnya ada persamaannya, ialah: tidak memisahkan antara unsur-
unsur mengenai perbuatannya dengan unsur yang mengenai orangnya.15
B. Tinjauan Umum Mengenai Pelanggaran Lalu Lintas
1. Pengertian pelanggaran
Dalam sistem perundang-undangan hukum pidana, tindak pidana dapat 
dibagi menjadi dua golongan yaitu kejahatan dan pelanggaran. Kedua istilah 
tersebut pada hakekatnya tidak ada perbedaan yang tegas karena keduanya sama-
sama delik atau perbuatan yang boleh dihukum. Perbedaan kedua istilah tersebut 
                                                          
14 Adami Chazawi, Pelajaran hukum pidana 1 (Jakarta: Raja grafindo persada, 2001), h. 
79-81.
15 Adami Chazawi, Pelajaran hukum pidana 1 (Jakarta: Raja grafindo persada,2001) h. 
80-81.
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mempunyai perbedaan ciri-ciri atau sifat. Suatu perbuatan merupakan delik 
hukum apabila perbuatan itu bertentangan dengan asas-asas hukum yang ada 
dalam kesadaran hukum dari rakyat, terlepas dari pada hal apakah asas-asas 
tersebut dicantumkan dalam undang-undang. Dan sebaliknya delik undang-
undang ialah perbuatan yang bertentangan dengan apa yang secara tegas 
dicantumkan dalam undang-undang pidana, terlepas dari apakah perbuatan 
tersebut bertentangan atau tidak dengan kesadaran hukum dari rakyat.
Undang-undang hukum pidana (KUHP) Indonesia melakukan pembedaan 
kejahatan dan pelanggaran. Segala bentuk kejahatan dimuat dalam buku II KUHP 
sedangkan pelanggaran dimuat dalam buku III KUHP yang dibedakan secara 
prinsip yaitu:
a. Kejahatan sanksi hukumnya lebih berat dari pelanggaran, yaitu berupa 
hukuman badan atau penjara yang waktunya  lebih lama.
b. Percobaan melakukan kejahatan dihukum, sedangkan pada percobaan 
melakukan pelanggaran tidak dihukum.
c. Tenggang waktu daluarsa bagi kejahatan lebih lama dari pada pelanggaran.
Berdasarkan penjelasan yang telah dikemukakan diatas dapat disimpulkan 
bahwa pellanggaran adalah:
a. Perbuatan yang bertentangan dengan apa yang secara tegas dicantumkan 
dalam undang-undang pidana.
b. Pelanggaran merupakan tindak pidana yang lebih ringan dari kejahatan baik 
perbuatannya maupun hukumannya.16
                                                          
16R. Sosielo, KUHP dan KUHAP (Jakarta: Pustaka Mahardika, 2010), h. 119.
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2. Pengertian Lalu Lintas dan Jalan
Membahas mengenai lalu lintas sangatlah luas, sebab arti lalu lintas itu 
sendiri bisa berarti, lalu lintas di udara, lalu lintas di lautan, lalu lintas di daratan, 
lalu lintas di perairan, dan lalu lintas di rel. Secara harfiah istilah lalu lintas dapat 
diartikan sebagai gerak (bolak-balik) manusia atau barang dari suatu tempat ke 
tempat yang lainnya dengan menggunakan jalan umum.
Menurut KBBI, Bahwa pengertian lalu lintas adalah sebagai berikut:
“Lalu lintas adalah berjalan bolak-balik, hilir mudik, perihal perjalanan, 
serta perihal perhubungan antara satu tempat ke tempat lainnya (dengan 
jalan pelayanan, angkutan udara, darat dan sebagainya)”.17
Sedangkan dalam pasal 1 butir 2 UU No. 22 Tahun 2002,  pengertian lalu 
lintas adalah “gerak kendaraan dana orang di ruang lalu lintas jalan”.18
Berkaitan serta dengan masalah lalu lintas jalan, dengan sendirinya jalan 
adalah bagian terpenting dalam hubungannya dengan transportasi darat. Jalan 
merupakan suatu sarana bagi manusia untuk mengadakan hubungan antara tempat 
yang satu dengan tempat lainnya dengan mempergunakan berbagai jenis 
kendaraan bermotor. Masyarakat pun telah menyadari betapa pentingnya akan 
kebutuhan jalan serta kendaraan. Adapun jalan merupakan salah satu kebutuhan 
dasar bagi manusia dan sarana untuk memenuhi kebutuhan dasar lainnya. Oleh 
karena itu, manusia hendaknya dalam mempergunakan jalan dapat secara teratur 
dan memenuhi segala peraturan lalu lintas.
                                                          
17Poerwa Darminta, W.J.S, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 
1989), h. 67
18UU Tahun 2002 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, h. 91.
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Pengertian jalan itu sendiri terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 22 
Tahun 2009, Pasal 1 butir 12, adalah sebagai berikut:
“Jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan 
perlengkapannya yang diperuntukkan bagi Lalu Lintas umum, yang berada pada 
permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau 
air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel”.19
Pengertian jalan sebagaimana dimaksud diatas yaitu jalan yang 
diperuntukkan bagi lalu lintas umum. Berdasarkan hal tersebut, maka dalam 
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 ini, pengertian jalan tidak termasuk jalan 
khusus, yaitu jalan yang tidak diperuntukkan bagi lalu lintas umum, antara lain 
jalan inspeksi pengairan, jalan inspeksi minyak atau gas, jalan perkebunan, jalan 
pertambangan, jalan kehutanan, jalan kompleks bukan untuk umum, jalan untuk 
keperluan pertahanan keamanan negara.20
3. Pengertian Pelanggaran Lalu Lintas
Perumusan mengenai pelanggaran lalu lintas tidak dapat ditemukan dalam 
buku ketiga KUHP sebab pelanggaran lalu lintas diatur dalam suatu perundang-
undangan tersendiri yaitu dalam Undang-Undang No.22 Tahun 2009 tentang lalu 
lintas dan angkutan jalan yang merupakan perubahan dari Undang-Undang No.14 
Tahun 1992 yang telah tidak sesuai lagi dengan kondisi, perubahan lingkungan 
strategis, dan kebutuhan penyelenggara lalu lintas dan angkutan jalan saat ini.
                                                          
19UU Tahun 2002 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Surabaya: Kesindo Utama, 
2013), h. 93.
20UU Tahun 2002 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Surabaya: Kesindo Utama, 
2013), h. 93.
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Pelanggaran  lalu lintas jalan merupakan peristiwa lalu lintas yang paling sering 
terjadi. Pelanggaran yang dimaksud adalah pelanggaran terhadap larangan-
larangan dan keharusan dari ketentuan di bidang lalu lintas.
Pengertian pelanggaran lalu lintas lebih lanjut diuraikan oleh Awaloeddin 
sebagai berikut:
“penyelenggaraan lalu lintas adalah perbuatan atau tindakan seorang yang 
bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lalu lintas jalan”.21
C. Tinjauan Umum Mengenai Hakim
1. Pengertian Hakim
Pengertian hakim terdapat dalam pasal 1 butir 8 KUHAP yang 
menyebutkan bahwa; “hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi 
wewenang oleh undang-undang untuk mengadili”.22
Dalam mengemban tugas penegakan hukum dan keadilan, para hakim 
tidak diizinkan memeriksa perkara dari seorang yang merupakan musuhnya. 
Putusan seorang hakim kepada orang tersebut akan menimbulkan banyak dugaan 
dari pihak tertentu tentang keberpihakannya, meskipun sebenarnya dia benar-
benar tidak memihak dan jujur dalam mengadili perkara tersebut. Untuk 
menghindari keraguan macam ini dan objektivitas terhadap integritasnnya, 
seorang hakim tidak boleh memeriksa perkara yang mana salah satu pihak yang 
terkait adalah musuhnya. Bagaimanapun, ketika seorang hakim memeriksa sebuah 
                                                          
21Naning Ramdlon, Menggairahkan Kesadaran Hukum dan Disiplin dalam Lalu Lintas
(Surabaya: Bina Ilmu, 1983), h. 78.
22R. Soesilo, KUHP dan KUHAP (Jakarta: Pustaka Mahardika, 2010)
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perkara seperti itu, putusannya dapat menjadi cacat meskipun putusan tersebut 
benar.23
Kewajiban Hakim tersebut dipertegas kembali bahkan diperluas 
sebagaimana disebutkan dalam pasal 28 UU no. 4 tahun 2004 tentang kekuasaan 
kehakiman yang isinya sebagai berikut:
1. Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan 
rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.
2. Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib 
memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa.
Menurut KUHP, hakim di dalam proses persidangan berkedudukan 
sebagai pimpinan. Kedudukan ini memberi hak untuk mengatur jalan 
ketidaktertiban dalam sidang guna keperluan putusan. Hakim berhak dan harus 
menghimpun keterangan-keterangan dari semua pihak terutama saksi dan 
terdakwa termasuk penasihat hukumnya.
Adapun tugas dari hakim adalah untuk menegakkan hukum dan keadilan 
berdasarkan pancasila, dengan jalan menafsirkan hukum dan mencari dasar-dasar 
serta asas-asas yang jadi landasannya, melalui perkara-perkara yang dihadapkan 
kepadanya sehingga keputusannya mencermikan perasaan keadilan bangsa dan 
rakyat indonesia.
                                                          
23Abdul Manan, Etika Hakim dala Penyelenggaran Peradilan: Suatu Kajian dalam Sistem 
Peradilan Islam (Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri, 2007), h.146.
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2. Wewenang dan Kewajiban Hakim dalam Sistem Peradilan Pidana
a. Wewenang hakim
Landasan hukum wewenang hakim dapat kita lihat dari dalam kitab 
Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Nomor 8 
Tahun 2004 tentang peradilan umum, dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 
tentang kekuasaan kehakiman.
Pejabat peradilan negara yang diberikan wewenang oleh Undang-Undang 
untuk mengadili disebut dengan hakim (pasal 1 butir 8 KUHAP). Adapun yang 
dimaksud dengan mengadili adalah serangkaian tindakan hakim untuk menerima, 
memeriksa, dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak 
memihak di sidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yabg diatur dalam 
Undang-Undang (Pasal 1 butir 9 KUHAP). Dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 
2004 Pasal 12 Ayat (1) menyebutkan dengan hakim pengadilan yaitu pejabat yang 
melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman.
Dari pembahasan diatas tampak jelas, bahwa wewenang hakim utamanya 
adalah untuk mengadili yang meliputi kegiatan-kegiatan menerima,memeriksa, 
dan memutus perkara pidana. Dalam hal ini, pedoman pokoknya adalah KUHAP 
yang dilandasi asas kebebasan, kejujuran, dan tidak memihak. Seperti penjelasan 
dalam QS An-Nahl/ /90:
                  
            
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Terjemahnya: 
“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat kebajikan, 
memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, 
kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar 
kamu dapat mengambil pelajaran”24
Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 menyebutnya, 
pengadilan negeri bertugas bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan 
menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama. Dalam 
Undang-Undang No. 4  Tahun 2004 pasal 16 ayat (1) menyebutkan “Pengadilan 
tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili suatu perkara yang diajukan 
dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk 
memeriksa, dan mengadilinya”. Dan dalam pasal 18 menyebutkan bahwa: 
pengadilan memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara pidana dengan 
hadirnya terdakwa, kecuali memutus Undang-Undang menentukan lain.25
Sebenarnya, Undang-Undang telah menempatkan hakim pada kedudukan 
yang terhormat. Diantara tolak ukurnya adalah hakim yang diangkat dan 
diberhentikan oleh presiden selaku kepala negara. Hal ini tersirat dalam pasal 25 
Undang-Undang Dasar 45, Undang-Undang No.4 Tahun 2004 tentang kekuasaan 
kehakiman, dan Undang-Undang No.4 Tahun 2004 Peradilan Umum.
                                                          
24Aisya Al-qur’an dan terjemah (Bandung: PT Toha Putra, 2012).
25UU No.8 Tahun 2004 sebagai pengganti dari UU No. 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan 
Umum. 
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Dalam KUHAP dibedakan antara wewenang hakim, wewenang pengadilan 
negeri yaitu sebagai berikut:
1. Wewenang hakim, Antara lain;
a. Melakukan penahanan
Untuk kepentingan pemeriksaan hakim disidang pengadilan dengan 
penetapannya berwenang melakukan penahanan (Pasal 20 ayat (3) jo. Pasal 22).
b. Pengalihan jenis penahanan
Penyidik dan penuntut umum atau hakim berwenang mengalihkan jenis 
penahanan yang satu kepada jenis penahanan yang lain (Pasal 23 ayat (1) jo. Pasal 
22).
1. Wewenang hakim ketua sidang, Antara lain;
a. Menentukan bahwa anak yang belum mencapai umur 17 (tujuh 
belas) tahun, tidak diperkenankan menghadiri sidang ( Pasal 
153 ayat 5).
b. Memerintahkan supaya terdakwa dipanggil masuk dan jika ia 
dalam tahanan, ia dihadapkan dalam keadaan bebas (Pasal 154 
ayat (1)).
c. Kewenangan-kewenangan lain yang berhubung dengan 
kelancaran sidang dan tertib persidangan, misalnya 
berhubungan dengan terdakwa, saksi barang bukti penuntut 
umum, dan penasihat hukum.
1.Wewenang Ketua Pengadilan Negeri, Antara lai;
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a) Memberikan izin penggeledahan rumah kepada 
penyidik (Pasal 33 ayat (1)).
b) Memberikan izin penyitaan kepada penyidik (Pasal 
38 ayat (1)).
c) Menunjuk hakim yang akan menyidangkan perkara 
(Pasal 152 ayat (1)).
2.Wewenang Pengadilan Negeri, Antara lain;
a) Memeriksa dan memutus pra peradilan (Pasal 77).
b) Mengadili segala perkara mengenai tindak pidana 
yang dilakukan dalam daerah hukumnya (Pasal 84 ayat (1)).
Sedangkan tugas dan wewenang hakim ketika sedang menangani suatu 
perkara, baik itu perkara pidana maupun perkara perdata yaitu antara lain;
1. Untuk kepentingan pemeriksaan hakim disidang pengadilan 
dengan penetapannya berwenang melakukan penahanan (Pasal 20 ayat 
(3) dan Pasal 26 ayat (1) KUHAP).
2. Memberikan penangguhan penahanan dengan atau tanpa 
jaminan utang atau jaminan orang berdasarkan syarat yang ditentukan 
(Pasal 31 ayat (1) KUHAP).
3. Mengeluarkan penetapan” agar terdakwa yang tidak hadir 
dipersidangan tanpa alasan yang sah setelah dipanggil secara sah untuk 
kedua kalinya, dihadirkan dengan paksa pada sidang pertama 
berikutnya (Pasal 154 ayat (6) KUHAP).
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4. Menentukan tentang sah atau tidaknya segala alasan atas 
permintaan orang yang karena pekerjaannya, harkat dan martabat, atau 
jabatannya diwajibkan sebagai saksi (Pasal 170 KUHAP).
5. Mengeluarkan perintah penahanan terhadap seseorang saksi 
yang diduga telah memberikan keterangan palsu dipersidangan, baik 
karena jabatannya maupun atas permintaan penuntut umum atau 
terdakwa (Pasal 174 ayat (2) KUHAP).
6. Memerintahkan perkara yang diajukan oleh penuntut umum 
secara singkat agar diajukan ke sidang pengadilan dengan acara biasa 
setelah adanya pemeriksaan tambahan dalam waktu 14 (empat belas) 
hari, tetapi penuntut umum belum juga dapat menyelesaikan 
pemeriksaan tambahan tersebut (Pasal 203 ayat (3) huruf b KUHAP).
7. Memberikan penjelasan terhadap hukum yang berlaku jika 
dipandang perlu dipersidangkan, baik atas kehendaknya sendiri 
maupun atas permintaan terdakwa atau penasehat hukumnya (Pasal 
221 KUHAP).
8. Memberikan perintah kepada seseorang untuk 
mengucapkan sumpah atau janji diluar sidang (Pasal 223 ayat (1) 
KUHAP.26
                                                          
26R. Sosielo, KUHAP (Jakarta: Pustaka Mahardika, 2010)
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b. Kewajiban Hakim
Dalam suatu negara hukum, seperti negara indonesia, hakim dalam 
mengakkan hukum dan keadilan merupakan salah satu sendi dasar yang pokok 
dan utama.
Ketika seorang hakim sedang menagani perkara diharapkan dapat 
bertindak arif dan bijaksana menjungjung tinggi nilai keadilan dan kebenaran 
materil, bersifat aktif dan dinamis, berlandaskan padaperangkat hukum positif, 
melakukan penalaran logis sesuai dan selaras dengan teori dan praktek sehingga 
semua itu bermuara pada putusan yang akan dijatuhkannya yang dapat 
dipertanggung jawabkan dari aspek ilmu hukum itu sendiri, hak asasi terdakwa, 
masyarakat dan negara, diri sendiri, serta demi keadilan Yang Maha Esa
Untuk kesuksesan menjalankan tugasnya, seorang hakim selalu 
memerlukan panduan dan pertolongan dari Allah SWT. Karena tidak ada orang 
yang berhasil dalam pekerjaannya tanpa bantuan dan petunjuk-Nya. Oleh karena 
resiko dan bahaya yang selalu mengancam seorang hakim, membuatnya harus 
selalu berhati-hati dalam menjalankan tugasnya. Jika seorang hakim tidak dapat 
menjalankan fungsinya dengan baik, maka konsekuensinya keadilan tidak tercipta 
dalam kehidupan masyarakat, keadaan sosial masyarakat akan terganggu. Oleh 
karena itu, disarankan agar seorang hakim selalu mencari pertolongan dan 
petunjuk Allah SWT dengan selalu berdoa pada-Nya. Sehubung hal tersebut, satu 
yang membuat posisi hakim dihormati adalah dia harus selalu menjaga martabat 
dan wibawanya. Oleh karena itu, penting bagi seorang hakim untuk berhati-hati 
dengan sikapnya dan juga caranya berpenampilan. Jika seorang hakim tidak 
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berpenampilan dengan baik, hal itu mungkin akan berdampak buruk pada 
kelayakan pengadilan. Pendeknya, seorang hakim, harus berpenampilan yang 
mencerminkan kewibaawaan dan martabat dalam masyarakat.27
Sedangkan kewajiban yang lebih spesifik dapat ditelusuri dalam UU No.4 
Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan KUHAP. Dalam UU ini 
mengatur mengenai Kewajiban Hakim, Kewajiban Pengadilan, dan Kewajiban 
Hakim Ketua Sidang
1. Kewajiban Hakim
a. Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti 
dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat (Pasal 28 
ayat (1) UU No.4 Tahun 2004)
b. Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib 
memperhatikan pula sifat-sifat yang baik dan yang jahat dari terdakwa 
(Pasal 28 ayat (2) UU No.4 Tahun 2004).
c. Seorang hakim wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila terikat 
hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga atau 
hubungan suami atau istri meskipun telah bercerai, dengan ketua, salah 
seorang Hakim anggota, jaksa advokat atau panitera (Pasal 29 ayat (3) UU 
No.4 Tahun 2004).
d. Ketua majelis, hakim anggota, jaksa atau panitera wajib mengundurkan 
diri dari persidangan apabila masih terikat dalam hubungan keluarga 
sedarah atau semenda sampai derajat ketiga, atau hubungan suami istri 
                                                          
27Abdul Manaan, Etika Hakim dalam Penyelenggaraan Peradilan: Suatu Kajian dalam 
Sistem Peradilan Islam (Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri, 2007), h. 38.
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meskipun telah bercerai dengan pihak yang diadili atau advokat (Pasal 29 
ayat (4) UU No.4 Tahun 2004).
2. Kewajiban pengadilan
Pengadilan tidak boleh menolak atau memeriksa, mengadili dan memutus 
suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau 
kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya (Pasal 
16 ayat (1) UU Tahun 2004) dapat dikatakan bahwa letak pilar negra 
hukum adalah pengadilan, sebagai benteng pengadilan, tugas pokok 
pengadilan adalah menerima, memeriksa, dan mengadili, serta 
menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepada pengadilan sebagai 
benteng keadilan dijalankan oleh para hakim. Pencari keadilan datang 
padanya untuk memohon keadilan. Meskipun kekuasaan kehakiman 
adalah kekuasaan negara yang merdeka, tetapi tidak menutup kerja sama 
atau koordinasi antar pengadilan. Dinyatakan, untuk kepentingan 
peradilan, semua pengadilan wajib saling memberi bantuan yang diminta 
(Pasal 26 UU No.4 Tahun 2004).
3. Kewajiban Hakim Ketua Sidang
a. Menjaga supaya tidak dilakukannya hal atau diajukan pertanyaan yang 
mengakibatkan terdakwa atau saksi memberikan jawaban secara tidak 
bebas (Pasal 153 Ayat (2) b KUHAP).
b. Memberikan kepada terdakwa tentang segala apa yang menjadi haknya, 
segala sesudah putusan pemidanaan diucapkan (Pasal 196 Ayat (3) 
KUHAP), Yaitu:
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(1) Hak segera menerima atau segera menolak putusan;
(2) Hak mempelajari putusan dalam menyatakan menerima atau 
menolak putusan, dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh 
undang-undang ini;
(3) Hak minta penangguhan pelaksanaan putusan dalam tenggang 
waktu yang ditentukan oleh undang-undang untuk dapat 
mengajukan grasi, dalam hal ia menerima putusan;
(4) Hak minta diperiksa perkaranya dalam tingkat banding dalam 
tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang ini, dalam 
hal ia menolak putusan;
(5) Hak mencabut pernyataan sebagaimana dimaksud pada angka 1 
dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang ini.
c. Memeimpin pemeriksaan dan pemeliharaan tata tertib dipersidangan 
(Pasal 217 Ayat (1) KUHAP).28
                                                          
28UU No.4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan KUHAP
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BAB III
METODE PENELITIAN
A. Jenis dan Lokasi Penelitian
1. Jenis Penelitiaan
Jenis penelitian yang digunakn adalah penelitian lapangan, yaitu prosedur 
penelitian yang menghasilkan data deskriftif berupa kata-kata tertulis dan lisan dari 
orang-orang atau pelaku yang dapat diamati. Secara sederhana, penelitian lapangan 
digunakan untuk memperjelas kesesuaian antara teori dan praktik.
Jenis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini meliputi dua sumber, 
yaitu:
a. Data Primer, data yang diperoleh secara langsung dari lokasi penelitian. Data 
premier diperoleh melalui:
1) Wawancara dengan hakim Pengadilan Negeri Sinjai,  Kabupaten Sinjai, 
khususnya yang menangani perkara pelanggaran lalu lintas sebagai objek utama 
dalam penelitian ini.
2) Data yang ada di Pengadilan Negeri Sinjai, Kabupaten Sinjai yang berupa 
putusan maupun lainnya, yaitu data yang berhubungan dengan perkara 
pelanggaran lalu lintas, seperti jumlah perkara lakalantas yang masuk dan diputus 
selama tahun 2016.
b. Data sekunder, data yang diperoleh melalui studi pustaka, literatur-literatur, majalah, 
kamus hukum, peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan 
permasalahan diatas, serta penggalian data lewat internet, data sekunder dalam hal 
ini sama dengan bahan hukum, adapun data sekunder tersebut mencakup:
1) Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang memepunyai kekuatan hukum 
mengikat secara umum (Perundang-undangaan). Dalam penulisan ini Undang-
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Undang yang bersangkutan adalah Undang-Undang No.22 Tahun 2009 tentang 
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab 
Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta Undang-Undang lainnya yang 
berhubungan dengan objek penelitian.
2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan 
terhadap bahan hukum primer seperti Rancangan Undang-Undang, hasil-hasil 
penelitian atau pendapat pakar hukum. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum 
yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan 
hukum sekunder yang berupa kamus, buku, dan ensiklopedia.
2. Lokasi Penelitian
Untuk memperoleh data dan informasi yang penulis butuhkan sehubungan 
dengan objek yang akan diteliti, maka dalam melakukan penelitian penulis memilih 
lokasi penelitian di Pengadilan negeri Sinjai.
B. Pendekatan Penelitian
Pendekatan penelitian adalah metode atau cara melakukan penelitian, dalam 
rangka pendekatan pada obyek yang diteliti serta pokok permasalahan, maka spesifiknya 
pada penelitian ini adalah Analisa data menggunakan metode kualitatif, yaitu suatu tata 
cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, dari apa yang dinyatakan oleh 
responden secara tertulis atau lisan perilaku dalam kenyataan di lapangan.
Penarikan kesimpulan dilakukan dengan cara metode induktif, yaitu penarikan 
kesimpulan dari penjelasan-penjelasan yang diambil dari pengamatan-pengamatan dan 
penelitian di lapangan (baik yang berupa wawancara mauapun analisa data-data yang 
diperoleh di lapangan) yang bersifat secara khusus, yang akan menghasilkan kesimpulan 
yang bersifat umum.
32
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi hal-hal 
sebagai berikut:
1. Wawancara
Wawancara adalah cara pengumpulan data dengan jalan tanya jawab dimana hal 
ini peneliti menggunakan teknik wawancara berencana, yaitu suatu wawancara yang 
disertai dengan suatu daftar pertanyaan sebelumnya. Wawancara dilakukan terhadap 
hakim Pengadilan Negeri Sinjai , khususnya yang menangani perkara pelanggaran lalu 
lintas sebagai responden utama dalam penelitian ini, serta wawancara dengan pihak yang 
terkait dengan permasalahan skripsi ini.
2. Studi pustaka
Studi pustaka, yaitu analisis terhadap undang-undang atau peraturan terkait 
dengan perkara lalu lintas, buku teks yang ditulis para ahli hukum, jurnal hukum, kasus-
kasus hukum, kamus hukum, dan lain sebagainya.
C. Sumber Data
Jenis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini meliputi dua sumber, 
yaitu:
Data Primer, data yang diperoleh secara langsung dari lokasi penelitian.
1. Data premier diperoleh melalui:
Wawancara dengan hakim Pengadilan Negeri Sinjai,  Kabupaten Sinjai, 
khususnya yang menangani perkara pelanggaran lalu lintas sebagai objek utama dalam 
penelitian ini.
Data yang ada di Pengadilan Negeri Sinjai, Kabupaten Sinjai yang berupa 
putusan maupun lainnya, yaitu data yang berhubungan dengan perkara pelanggaran lalu 
lintas, seperti jumlah pelanggaran lalu lintas yang masuk dan diputus selama tahun 2016.
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2. Data sekunder, data yang diperoleh melalui studi pustaka, literatur-literatur, 
majalah, kamus hukum, peraturan perundang-undangan yang berhubungan 
dengan permasalahan diatas, serta penggalian data lewat internet, data sekunder 
dalam hal ini sama dengan bahan hukum, adapun data sekunder tersebut 
mencakup:
a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang memepunyai kekuatan hukum 
mengikat secara umum (Perundang-undangaan). Dalam penulisan ini Undang-
Undang yang bersangkutan adalah Undang-Undang No.22 Tahun 2009 tentang Lalu 
Lintas dan Angkutan Jalan, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-
Undang Hukum Acara Pidana, serta Undang-Undang lainnya yang berhubungan 
dengan objek penelitian.
b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap 
bahan hukum primer seperti Rancangan Undang-Undang, hasil-hasil penelitian atau 
pendapat pakar hukum.
c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap 
bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder yang berupa kamus, buku, dan 
ensiklopedia.
D. Tekhnik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi 
hal-hal sebagai berikut:
1. Wawancara
Wawancara adalah cara pengumpulan data dengan jalan tanya jawab 
dimana hal ini peneliti menggunakan teknik wawancara berencana, yaitu suatu 
wawancara yang disertai dengan suatu daftar pertanyaan sebelumnya. Wawancara 
dilakukan terhadap hakim Pengadilan Negeri Sinjai , khususnya yang menangani 
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perkara pelanggaran lalu lintas sebagai responden utama dalam penelitian ini, 
serta wawancara dengan pihak yang terkait dengan permasalahan skripsi ini.
2. Studi dokumen
Studi dokumen, yaitu dengan mempelajari dokumen-dokumen yang 
berhubungan dengan masalah penyusunan yang di teliti yaitu dokumen putusan.
3. Studi pustaka
Studi pustaka, yaitu analisis terhadap undang-undang atau peraturan terkait 
dengan perkara lalu lintas, buku teks yang ditulis para ahli hukum, jurnal hukum, 
kasus-kasus hukum, kamus hukum, dan lain sebagainya.
4. Observasi
Observasi, yaitu pengamatan dan pencatatan secara sistematik terhadap 
gejala yang tampak pada objek penelitian. Metode observasi ini, untuk 
mengumpulkan data untuk putusan pengadilan.
E. Instrumen Penelitian
Instrumen penelitian yang dipakai untuk memperoleh data-data penelitian 
saat sudah memasuki tahap pengumpulan data dilapangan adalah Wawancara, 
Studi Dokumen, Studi Pustaka, Dan Observasi. Instrumen penelitian inilah yang 
akan menggali data-data dari sumber-sumber informasi.
F. Tekhnik Pengelolahan Dan Analisis
1. Tehnik pengelolahan data
Pengelolahan data secara sederhana diartikan sebagai proses mengartikan 
data-data lapangan sesuai dengan tujuan, rancangan dan sifat penelitian. Metode 
penelitian ini adalah Editing data adalah pemeriksaan data hasil penelitian yang 
bertujuan untuk meng etahui relevansi (hubungan) dan keabsahan data yang akan 
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dideskripsikan dalam menemukan jawaban pokok permasalahan. Hal ini 
dilakukan dengan tujuan memperbaiki kualitas data serta menghilangkan 
keraguan atas data yang diperoleh dari hasil wawancara.
2. Analisa data
Analisa data menggunakan metode kualitatif, yaitu suatu tata cara 
penelitian yang menghasilkan data deskriptif, dari apa yang dinyatakan oleh 
responden secara tertulis atau lisan perilaku dalam kenyataan di lapangan.
Penarikan kesimpulan dilakukan dengan cara metode induktif, yaitu 
penarikan kesimpulan dari penjelasan-penjelasan yang diambil dari pengamatan-
pengamatan dan penelitian di lapangan (baik yang berupa wawancara mauapun 
analisa data-data yang diperoleh di lapangan) yang bersifat secara khusus, yang 
akan menghasilkan kesimpulan yang bersifat umum.
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BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian
1. Sejarah Pengadilan Negeri Sinjai
Pengadilan Negeri Sinjai sudah ada sejak zaman penjajahan belanda. Pada 
saat itu Pengadilan Negeri Sinjai masih dikenal dengan nama Landrat, dan 
dipimpin seorang ketua yang dikenal dengan Tuan Petoro. Setelah Indonesia 
merdeka, sejak tahun 1960an barulah Landrat berubah nama menjadi Pengadilan 
Negeri Ekonomi. Pada saat tahun 1982 peresmian Pengadilan Negeri Sinjai yang 
diresmikan oleh Dirjen Kemenkunham SulSelRa dan peresmian gedung baru yang 
beralamat di Jl. Jenderal Sudirman No. 1 Sinjai.
Pengadilan Negeri Sinjai telah dipimpin oleh beberapa ketua diantaranya:
a. B. Jamaluddin (1950-1973)
b. Hamire (1973-1974)
c. C.H. Salam Basyar (1974-1984)
d. J.R. Rante Padang (1985-1990)
e. Ketut Jitarana, S.H., M.H. (1990-1993)
f. Yahya Mustafa Mampa, S.H. ( 1994-1999)
g. Hj. Sugian Sukirman, S.H. (2000-2002)
h. Ahmad Gaffar, S.H.,M.H. (2002-2005)
i. Andi Cakra Alam, S.H.,M.H. (2005-2006)
j. Hartomo, S.H. (2006-2009)
k. Suko Priowidodo, S.H. (2009-2011)
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l. Ibrahim Palino, S.H. (2011-2013)
m. Judijanto Hadi Laksana, S.H. (2013-2015)
n. DR. Hasanuddin, S.H.,M.H. (2015-2016)
o. Abdullah Mahrus, S.H.,M.H. (Sekarang)
2. Visi dan Misi Pengadilan Negeri Sinjai
Visi Pengadilan Negeri Sinjai
Terwujudnya Pengadilan Negeri Sinjai yang Agung.
Misi Pengadilan Negeri Sinjai
a. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Sinjai;
b. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan;
c. Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Negeri Sinjai;
d. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Negeri Sinjai.
3. Alamat Pengadilan Negeri Sinjai
Jl. Jenderal Sudirman No.2 Kabupaten Sinjai
Telp. (0482) 21125
Sinjai Utara
92612
Sulawesi Selatan
Kelas/Type: II
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B. Dasar Pertimbangan Dalam Memutus Suatu Tindak Pidana Lakalantas 
(Studi Kasus Lakalantas Mengacu pada Putusan No.58/Pid.Sus.12016/P
N.SNJ)
1. Identitas Terdakwa
Nama Lengkap : Hengki bin Subuh;
Tempat Lahir : Sinjai;
Umur/ Tanggal Lahir : 45 Tahun/ Tahun 1970;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun Sumpang Ale, Desa   Palangka, Kec. Sinjai 
Selatan, Kab. Sinjai;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta.
2. Posisi Kasus
Pada awalnya terdakwa Hengki Bin Subuh pada hari sabtu tanggal 23 Januari  
2016 sekitar pukul 15.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam 
bulan januari tahun 2016, bertempat di Lingkungan Caile Kelurahan Sangiaseri 
Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai atau setidak-tidaknya pada suatu 
tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sinjai, 
mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan 
kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain yaitu Yodi Wijaksana Bin 
Sarbini (Korban) meninggal dunia, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa 
dengan cara sebagai berikut:
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Ketika terdakwa sedang mengendarai sepeda motor merk Viar warna 
orange tanpa dilengkapi Nomor Polisi yang bergerak dari arah barat ke timur, 
pada saat terdakwa berada di Lingkungan Caile Kelurahan Sangiaseri Kecamatan
Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai kondisi jalan menikung, sehingga terdakwa 
mengendarai sepeda motornya diluar jalur kiri jalan atau berada di jalur sebelah 
kanan (jalur yang dilalui korban) dengan kecepatan 60-70 Km/Jam dan terdakwa 
tidak membunyikan klakson, tidak menyalakan lampu utama dan tidak melakukan 
pengereman, pada waktu bersamaan sepeda motor Yamaha Bison warna merah
Nomor Polisi DD 3329 Zl yang di kendarai oleh Yodi Wijaksana Bin Sarbini 
(Korban) sedang berjalan dari arah berlawanan yaitu dari arah timur ke barat 
sehingga terjadi tabrakan yang mengakibatkan sepeda motor saksi korban terjatuh 
dan saksi korban dan saksil Adil makmur pada saat itu di bonceng oleh Yodi 
Wijaksana Bin Sarbini juga terjatuh, sedangkan korban Yodi Wijaksana Bin Sarbini 
meninggal dunia pada pukul 15.30 wita di RSUD Kabupaten Sinjai.
3. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum 
Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang ada pada pokoknya 
menyatakan memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim dengan alasan 
bahwa terdakwa menyesali perbuatan tersebut dan beranji untuk tidak akan 
mengulanginya lagi;
Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan
Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;
Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut 
Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan tersebut;
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Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut 
Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:
Bahwa ia terdakwa Hengki Bin Subuh pada hari sabtu tanggal 23 Januari  2016 
sekitar pukul 15.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan 
januari tahun 2016, bertempat di Lingkungan Caile Kelurahan Sangiaseri 
Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai atau setidak-tidaknya pada suatu 
tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sinjai, 
mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan 
kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain yaitu Yodi Wijaksana Bin 
Sarbini (Korban) meninggal dunia, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa 
dengan cara sebagai berikut:
Ketika terdakwa sedang mengendarai sepeda motor merk Viar warna 
orange tanpa dilengkapi Nomor Polisi yang bergerak dari arah barat ke timur, 
pada saat terdakwa berada di Lingkungan Caile Kelurahan Sangiaseri Kecamata 
Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai kondisi jalan menikung, sehingga terdakwa 
mengendarai sepeda motornya diluar jalur kiri jalan atau berada di jalur sebelah 
kanan (jalur yang dilalui korban) dengan kecepatan 60-70 Km/Jam dan terdakwa 
tidak membunyikan klakson, tidak menyalakan lampu utama dan tidak melakukan 
pengereman, pada waktu bersamaan sepeda motor Yamaha Bison warna merah 
Nomor Polisi DD 3329 Zl yang di kendarai oleh Yodi Wijaksana Bin Sarbini 
(Korban) sedang berjalan dari arah berlawanan yaitu dari arah timur ke barat 
sehingga terjadi tabrakan yang mengakibatkan sepeda motor saksi korban terjatuh 
dan saksi korban dan saksil Adil makmur pada saat itu di bonceng oleh Yodi 
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Wijaksana Bin Sarbini juga terjatuh, sedangkan korban Yodi Wijaksana Bin Sarbini 
meninggal dunia pada pukul 15.30 wita di RSUD Kabupaten Sinjai;
Berdasarkan hasil visum et Repertum No:99.003.521/VER/RSUD-
SJ/II/2016 yang ditangani oleh dr. Hj. Nurhidayah Yusuf, dokter jaga IGD Rumah 
Sakit Umum Daerah Kabupaten Sinjai Menjelaskan:
Dari hasil pemeriksaan dapat disimpulkan bahwa pada pemeriksaan 
terhadap korban, ditemukan luka memar di bagian kepala bagian kiri 
akibat benturan, luka memar pada kelopak mata kanan, disertai 
pendarahan dari lubang telinga dan hidung yang menandakan korban 
mengalami pecah tulang dasar tengkorak, korban meninggal dunia akibat 
trauma kepala berat dan pendarahan aktif dari hidung dan telinga yang 
menyebabkan korban mengalami keadaan yang disebut syok hipovoleomik 
(syok akibat kehilangan darah yang banyak);
Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 
ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan 
Jalan.
a. Keterangan Saksi
1) Saksi SARBINI bin PATTAROI dibawah sumpah pada pokoknya 
menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani:
- Bahwa saksi hadir dipersidangan untuk memberikan keterangan 
sehubungan dengan perkara kecelakaan lalu lintas yang jadi korban adalah 
anak saksi;
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- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2016 sekitar pukul 
15.00 Wita bertempat di Lingkungan Sangiaseri Kecamatan Sinjai Selatan 
Kabupaten Sinjai;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian kecelakaan lalu lintas 
tersebut hanya mengetahui dari informasi yang diberikan oleh petugas 
Puskesmas yang dating ke rumah saksi;
- Bahwa kendaraan yang dipakai anak saksi ketika kecelakaan adalah 
sepeda motor Yamaha Bison warna merah No.Pol. DD 3329 Zl an. Yodi 
Wijaksana Bin Sarbini dan sebelum kecelakaan anak saya berangkat dari 
rumah bersama temannya Adil Makmur berboncengan dan tidak pakai 
helm serta anak saya tidak memiliki mizin mengemudi;
- Bahwa anak saksi meninggal di rumah sakit Umum Daerah Sinjai (RSUD) 
pada pukul 15.30 Wita setelah mendapat tindakan medis di RSUD 
Kabupaten Sinjai  setelah dirujuk dari Puskesmas Samaenre Kelurahan 
Sangiasseri, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai;
- Bahwa saksi telah berdamai dengan tersangka;
- Terhadap keterangan saksi Terdakwa membenarkannya;
2) Saksi ADIL MAKMUR bin MAKMUR, dibawah sumpah pada pokoknya 
menerangkan sebagai berikut;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan kecelakaan yang 
saksi alami;
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- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2016 sekitar pukul 
15.00 Wita bertempat di Lingkungan Sangiasseri Kecamatan Sinai Selatan 
Kabupaten Sinjai;
- Bahwa saksi mengalami kecelakaan pada saat itu saksi dibonceng oleh Lk.
Yodi Wijaksana Bin Sarbini;
- Bahwa saksi pada saat itu dijemput oleh korban Yodi Wijaksana 
mengendarai sepeda motor Yamaha Bison warna merah No. Pol DD 3329 
Zl, hendak pergi mengerjakan tugas kelompok di Dusun Sumpang Ale 
Desa Palangka Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai berboncengan
sepeda motor Yodi Wijaksana (korban), namun sebelum saksi tiba di 
tempat tuuan saksi mengalami kecelakaan;
- Bahwa sepeda motor yang dikendarai korban Yodi bergerak dari arah 
timur ke barat dengan kecepatan sedang, sesampainya di Lingkungan 
Sangiasseri sepeda motor yang saksi tumpangi tabrakan dengan sepeda 
motor viar warna orange tanpa plat bergerak berlawanan arah dari arah 
barat ke timur dikendarai oleh terdakwa Hengki Bin Subuh setelah itu 
saksi dan korban Lk. Yodi Wijaksana jatuh dan tidak sadarkan diri;
- Bahwa posisi tabrakan adalah ban depan sepeda motor viar berbenturan 
dengan ban depan sepeda motor Yamaha Bison yang dikendarai oleh 
korban Yodi Wijaksana;
- Bahwa kecepatan sepeda motor yang saya tumpangi sekitar 40-60 
Km/Jam;
- Bahwa kondisi cuaca pada saat kecelakaan hujan deras;
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- Bahwa sepeda motor yang dikendarai oleh korban Yodi Wijaksana dan 
terdakwa tidak menyalakan lampu dan tidak melakukan pengereman;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;
3) Saksi AZIKIN Bin BAU dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan 
sebagai berikut;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan
keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi hadir dipersidangan untuk memberikan keterangan 
sehubungan dengan kejadian kecelakaan yang terjadi yang terjadi di 
Lingkungan Babara Kelurahan Sangiasseri, Kecamatan Sinjai Selatan 
Kabupaten Sinjai;
- Bahwa kronologis kejadiannya yaitu pada hari sabtu tanggal 23 Januari 
tahun 2016 sekitar pukul 15.00 Wita, saksi sedang duduk di teras rumah, 
tidak lama kemudian datang saksi Herman menyampaikan bahwa di sana 
ada kecelakaan lalu lintas kemudian saksi panik dan meminjam sepeda 
motor milik saksi Herman kemudian saksi langsung menuju ke tempat 
kejadian. Ketika sampai di tempat kejadian saksi melihat ada tiga orang 
yang tergeletak dan dua sepeda motor yang tergeletak akibat kecelakaan 
lalu lintas dan saksi langsung menolong ketiga korban tersebut dan 
memperbaiki posisi ketiga korban tersebut mengingat cuaca pada saat itu 
hujan deras kemudian saksi kembali ke rumah untuk mengambil mobil 
lalu pada saat saksi kembali ke tempat kejadian sudah banyak masyarakat 
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dan warga sekitar tempat kejadian, sehingga saksi langsung membawa 
korban Yodi Wijaksana dan Lk. Adil Makmur ke Puskesmas Sinjai 
Selatan;
- Bahwa kondisi korban Yodi Wijaksana pada saat saksi tolong tidak 
sadarkan diri dan mengeluarkan darah dari hidung, mulut dan telinga, 
sedangkan korban Adil Makmur hanya kepala yang ada goresan;
- Bahwa kondisi jalan lurus lepas dari tikungan, posisi sepeda motor yamah 
byson dalam keadaan tergeletak di pinggir jalan sebelah kiri arah dari 
timur dengan ban depan menyentuh pinggir jalan dengan posisi serong ke 
selatan, posisi pengendara sepeda motor Yamaha byson dan boncengannya 
dalam keadaan tergeletak di pinggir jalan sebelah kiri arah dari timur 
dengan posisi kepala serong kea rah selatan tepat dibelakang sepeda 
motornya. Sedangkan posisi sepeda motor viar yang dikendarai terdakwa 
agar ketengah jalur sebelah kiri arah dari barat dengan posisi ban depan 
serong ke timur, sedangkan terdakwa tertindis sepeda motornya dengan 
posisi tengkurap;
- Bahwa kondisi jalan beraspal Hotmix;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;
4) Saksi A. HERMAN bin A. NAWAR, dibawah sumpah pada pokoknya 
menerangkan sebagai berikut;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan 
keluarga maupun hubungan pekerjaan;
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- Bahwa saksi hadir dipersidangan untuk memberikan keterangan 
sehubungan dengan kejadian kecelakaan yang terjadi di Lingkungan 
Babara kelurahan sangiasseri, kecamatan sinjai selatan kabupaten sinjai;
- Bahwa kronologis kejadiannya yaitu pada hari sabtu tanggal 23 Januari 
2016 sekitar puku 15.00 Wita saksi sedang berada di sawah bekerja dan  
cuaca pada saat itu hujan deras namun posisi saksi pada saat itu 
membelakangi jalan dan kemudian saksi menoleh kea rah jalan dan 
melihat sebuah mobil minibus sedang mundur ke ara barat, sehingga saksi 
berjalan kea rah jalanan dan saksi melihat dua orang tergeletak dan dua 
sepeda motor tergeletak di badan jalan akibat kecelakaan lalu lintas.
Melihat peristiwa tersebut saksi panic dan takut kemudian saksi 
mengambil sepeda motor saksi yang terparkir dijalan kemudian 
meninggalkan tempat kejadian dengan tujuan memanggil Lk. Andi Azikin 
dan kebetulan A. Azikin sementara duduk-duduk di teras rumahnya dan 
saksi langsung menyampaikan ke beliau bahwa “disana ada kecelakaan 
lalu lintas” kemudian A. Azikin meminjam sepeda motor yang saksi 
gunakan dan langsung menuju ke tempat kejadian;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya.
b. Alat Bukti Surat
Alat bukti surat yang diajukan di persidangan adalah;
Hasil visum et Repertum No:99.003.521/VER/RSUD-SJ/II/2016 yang 
ditandatangani oleh dr. Nurhidayah Yusuf, dokter jaga IGD Rumah Sakit Umum 
Daerah Kabupaten Sinjai menjelaskan :
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Dari hasil pemeriksaan dapat disimpulkan bahwa pada pemeriksaan terhadap 
korban, ditemukan luka memar di bagian kepala bagian kiri akibat benturan, luka memar 
pada kelopak mata kanan, disertai pendarahan dari lubang telinga dan hidung yang 
menandakan korban mengalami pecah tulang dasar tengkorak, korban meninggal dunia 
akibat trauma kepala berat dan pendarahan aktif dari hidung dan telinga yang 
menyebabkan korban mengalami keadaan yang disebut syok hipovoleomik (syok akibat 
kehilangan darah yang banyak) .
c. Keterangan Terdakwa
Bahwa pada tingkat penyidikan maupun pada persidangan Terdakwa 
HENGKI bin SUBUH tidak keberatan dan membenarkan keterangan dari saksi 
Sarbini bin Pattaroi, Adil Makmur bin Makmur, Azikin bin Bau, A. Herman bin 
A. Nawar.
d. Barang Bukti
1) 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Byson warna merah nomor polisi DD 3329 
Zl.
2) 1 (satu) unit sepeda motor Viar warna orange tanpa nomor polisi.
Dari hasil penyidikan, bahwa perbuatan terdakwa telah dapat dibuktikan 
secara sah dan meyakinkan memenuhi rumusan tindak pidana yang didakwakan
Pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan 
Jalan.
4. Tuntutan Penuntut Umum
Berdasarkan uraian yang dimakasud di atas dan berdasarkan ketentuan 
perundang-undangan yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini, maka 
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Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sinjai, menuntut kiranya berkenaan 
menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa sebagai berikut:
a. Menyatakan terdakwa Hengki bin Subuh bersalah melakukan tindak pidana 
karena kelalaiannya atau karena kealpaannya sebagaimana diatur di dalam 
Pasal 310 ayat (4) UU.RI.No.22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan 
Angkutan Jalan;
b. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama  6 
(enam) bulan dikurangi selama Terdakwa ditahan;
c. Menyatakan barang bukti berupa :
1) 1 (satu) unit sepeda motor Byson warna merah dengan nomor polisi 3329 
Zl;
Dikembalikan kepada Sarbini;
2) 1 (satu) unit sepeda motor Viar warna orange tanpa nomor polisi;
Dikembalikan kepada Hengki bin Subuh;
3) Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-
(lima ribu rupiah).
5. Pertimbangan Majelis Hakim
Majelis Hakim di Pengadilan, akan mempertimbangkan apakah 
berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah 
melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;
Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan 
dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-undang RI 
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Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, yang unsur-
unsurnya adalah sebagai berikut:
1. Setiap orang;
2. Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya 
mengakibatkan orang lain meninggal dunia;
Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim 
mempertimbangkan sebagai berikut;
Ad. 1. Setiap orang;
Menimbang bahwa yang dimaksud setiap orang adalah 
menunjuk kepada setiap subyek hukum yang dapat 
mempertanggungjawabkan perbuatannya;
Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan, 
bahwa benar Terdakwa bernama Hengki bin Subuh adalah sesuai
dengan segala identitas yang termuat dalam surat dakwaan 
Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi kesalahan orang (Error in 
Persona);
Menimbang, bahwa selama persidangfan berlangsung 
Terdakwa menunjukkan baik secara fisik maupun secara kejiwaan 
adalah sehat sehingga dapat mempertanggungjawabkan 
perbuatannya selaku subyek hukum;
Meninbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di 
atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu ini telah 
terpenuhi;
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Ad. 2. Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena 
kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia;
Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan 
terungkap bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2016 sekitar 
pukul 15.00 Wita, bertempat di Lingkungan Caile Kelurahan 
Sangiaseri Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai, Terdakwa 
Hengki bin Subuh mengendarai sepeda motor merk viar warna 
orange tanpa nomor polisi yang bergerak dari arah barat ke timur, 
pada saat terdakwa berada di Lingkungan Caile Kelurahan 
Sangiaseri Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai, kondisi 
jalan menikung, sehingga Terdakwa engendarai sepeda motornya 
diluar jalur kiri jalan atau berada di jalur sebelah kanan (jalur yang 
dilalui korban) dan terdakwa tidak membunyikan klakson, tidak 
menyalakan lampu utama dan tidak melakukan pengereman, pada 
waktu bersamaan sepeda motor Yamaha bison warna merah nomor 
polisi DD 3329 ZI yang dikendarai oleh Yodi Wicaksana (korban) 
sedang berjalan dari arah berlawanan yaitu dari arah timur ke barat 
sehingga terjadi tabrakan yang mengakibatkan saksi korban dan 
saksil Adil Makmur terjatuh dengan sepeda motor yang 
dikendarainya tersebut;
Menimbang, bahwa akibat dari kecelakaan tersebut 
mengakibatkan korban Yodi Wicaksana Bin Sarbini meninggal 
dunia pada pukul 15.30 Wita di RSUD Kabupaten Sinjai, yang 
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diperkuat dengan surat Visum et Repertum 
No:99.003.521/VER/RSUD-SJ/II/2016 Tanggal 27 Februari 2016 
yang ditandatangani oleh dr. Hj. Nurhidayah Yusuf, dokter jaga 
IGD Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sinjai menjelaskan : 
Dari hasil pemeriksaan dapat disimpulkan bahwa pada 
pemeriksaan terhadap korban ditemukan luka memar di bagian 
kepala bagian kiri akibat benturan, luka memar pada kelopak mata 
kanan, disertai pendarahan dari lubang telinga dan hidung yang 
menandakan korban mengalami pecah tulang dasar tengkorak, 
korban meninggal dunia akibat trauma kepala berat dan 
pendarahan aktif dari hidung dan telinga yang menyebabkan 
korban mengalami keadaan yang disebut dengan syok hipovoliemik
(syok akibat kehilangan darah yang banyak) dan saksi korban Adil 
Makmur mengalami luka sebagaimana Visum et Repertum 
No:00.003.521/VER/RSUD-SJ/II/2016 Atas nama Adil Makmur 
Bin Makmur yang ditandatangani oleh dr. Hj. Nurhidayah Yusuf, 
dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sinjai, dengan 
kesimpulan pada pemeriksaan korban ditemukan luka memar di 
bagian kepala bagian kiri akibat benturan dan fakrot defresi di 
tulang frontal kanan yang menandakan adanya benturan keras pada 
kepala bagian kanan yang menyebabkan cekungan akibat remuk 
tulang yang menekan bagian dalam rongga kepala;
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Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan 
Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua ini telah terpenuhi;
Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 310 
ayat (4) Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu 
lintas dan angkutan jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah 
dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan 
tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim 
tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan 
pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan 
atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus 
mempertanggungjawabkan perbuatannya;
Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu 
bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi 
pidana;
Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa telah 
dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa 
penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan 
seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan 
penahan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka 
perlu ditetapkan agar terdakwatetap berada dalam tahanan;
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Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit 
sepeda motor merk Yamaha byson warna merah No. Pol. DD 3329 
ZI, dikembalikan kepada Sarbini dan 1 (satu) unit sepeda motor 
merk Viar warna orange tanpa nomor polisi, dikembalikan kepada 
Hengki bin Subuh;
Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap 
Terdakwa, maka perlu dipertimbangkanterlebih dahulu keadaan 
yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:
6. Korban Yodi Wicaksana meninggal dunia
Keadaan yang meringankan:
7. Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
8. Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
9. Terdakwa telah berdamai dengan keluarga korban dan saksi korban;
Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana 
maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
Memperhatikan, pasal 310 ayat (4) Undang-undang RI 
Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan 
Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara 
Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang 
bersangkutan;
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C. Dasar Pertimbangan Dalam Penerapan Oleh Hakim Dalam Perkara 
Lakalantas di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sinjai
Pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan harus 
mencerminkan rasa keadilan, yakni tidak hanya berdasarkan pertimbangan 
yuridisnya tetapi terdapat juga pertimbangan sosiologisnya, yang mengarah 
pada latar belakang terjadinya kejahatan.
Aspek pertimbangan yuridis melalui tindak pidana yang didakwakan 
merupakan hal yang penting dalam putusan hakim. Hal ini dikarenakan 
pada hakikatnya, pertimbangan yuridis merupakan pembuktian unsur-unsur 
dari suatu tindak pidana, apakah perbuatan terdakwa tersebut telah 
memenuhi dan sesuai dengan tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa 
Penuntut Umum. Sehingga dapat dikatakan pertimbangan-pertimbangan 
yuridis tersebut secara langsung akan berpengaruh terhadap amar putusan 
hakim.
Penulis akan menguraikan pertimbangan hakim dalam putusan 
Pengadilan Negeri Sinjai No:58/Pid.Sus/2016/PN.Snj, yaitu sebagai 
berikut:
1. Amar Putusan
Telah ditahan berdasarkan surat berdasarkan surat perintah/ penetapan 
penahanan:
10. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juni 2016 sampai tanggal 5 Juli 
2016;
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11. Majelis Hakim sejak tanggal 23 Juni 2016 sampai dengan tanggal 22 
Juli 2016;
12. Perpanjangan ketua pengadilan Negeri Sinjai sejak tanggal 23 Juli 
2016 sampai dengan tanggal 20 September 2016;
Terdakwa dalam dalam perkara ini tidak didampingi Penasehat 
Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
13. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sinjai Nomor 
:58/Pid.Sus/2016/PN.Snj. tanggal 23 Juni 2016 tentang Penunjukan 
Majelis Hakim;
14. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor :58.Pid.Sus/2016/PN.Snj.
tanggal 23 Juni 2016 tentang penetapan hari siding;
15. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan.
Telah mendengar:
16. Pembacaan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum atas nama terdakwa 
Hengki bin Subuh;
17. Keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa;
18. Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh 
Penuntut Umum;
Memperhatikan, Pasal 310 Ayat (4) Undang-undang RI 
Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 
dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara 
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Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang 
bersangkutan;
MENGADILI
1. Menyatakan terdakwa Hengki bin Subuh tersebut diatas, terbukti secara 
sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Mengemudikan 
Kendaraa Bermotor Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Orang Lain 
Meninggal Dunia”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa. Oleh karena itu, dengan pidana 
penjara selama 4 bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani 
Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
19. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha byson warna Merah dengan 
nomor Polisi DD 3329 ZL, dikembalikan kepada Sarbini;
20. 1 (satu) unit sepeda motor merk Viar warna Orange tanpa Nomor 
Polisi, dikembalikan kepada Hengki bin Subuh;
6. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.
5.000,- (lima ribu rupiah) .
2. Pertimbangan Hakim
Mengenai kasus yang peneliti teliti ini, dalam putusan Majelis 
hakim dimana terdakwa atas nama Hengki bin Subuh dinyatakan telah 
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terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 
Lakalantas.
Adapun yang menjadi pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim 
terhadap perbuatan pidana tersebut adalah sebagai berikut:
Menimbang, bahwa terdakwa  diajukan ke persidangan oleh Jaksa 
Penuntut umum didakwa berdasarkan surat dakwaan yang tercantum 
dalam berita acara;
Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, terdakwa 
tidak mengajukan keberatan;
Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah 
menghadapkan 4 (empat) orang saksi yang masing-masing telah 
memberikan keterangan di bawah sumpah bernama Sarbini bin Patarroi, 
Adil Makmur bin Makmur, Azikin bin Bau, Andi Herman bin Andi 
Nawar, keterangan saksi-saksi tersebut sebagaimana termuat dalam berita 
acara;
Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan 
keterangan yang termuat dalam berita acara;
Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi yang 
meringankan (a de charge) di persidangan;
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengaukan bukti surat yang 
dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang sehingga secara 
formil dapat dijadikan sebagai alat bukti sah dalam perkara ini;
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Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti dan 
barang bukti di persidangan;
Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang 
diajukan memperoleh fakta-fakta hukum yang termuat dalam berita acara;
Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan 
mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, 
terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan perbuatan pidana yang 
didakwakan kepadanya;
Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum 
dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (4)  
Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan 
angkutan jalan.
Pertimbangan hakim dalam penjatuhan sanksi terhadap perkara 
No.58/Pid.Sus/2016/PN.Snj berdasarkan beberapa pertimbangan yang 
dimana hakim terlebih dahulu menguraikan unsur-unsur dari pasa 310 
ayat (4)  Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2009 yang didakwakan 
oleh Jaksa Penuntut Umum.
Majelis hakim akan lebih dahulu mempertimbangkan dakwaannya
yaitu melanggar Pasal 310 ayat (4)  Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 
2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, yang unsur-unsurnya sebagai 
berikut;
1. Setiap orang;
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2. Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya 
mengakibatkan orang lain meninggal dunia;
Ad. 1. Setiap orang;
Menimbang bahwa yang dimaksud setiap orang adalah 
menunjuk kepada setiap subyek hukum yang dapat 
mempertanggungjawabkan perbuatannya;
Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan, 
bahwa benar Terdakwa bernama Hengki bin Subuh adalah sesuai
dengan segala identitas yang termuat dalam surat dakwaan 
Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi kesalahan orang (Error in 
Persona);
Menimbang, bahwa selama persidangfan berlangsung 
Terdakwa menunjukkan baik secara fisik maupun secara kejiwaan 
adalah sehat sehingga dapat mempertanggungjawabkan 
perbuatannya selaku subyek hukum;
Meninbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di 
atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu ini telah 
terpenuhi;
Ad. 2. Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena 
kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia;
Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan 
terungkap bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2016 sekitar 
pukul 15.00 Wita, bertempat di Lingkungan Caile Kelurahan 
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Sangiaseri Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai, Terdakwa 
Hengki bin Subuh mengendarai sepeda motor merk viar warna 
orange tanpa nomor polisi yang bergerak dari arah barat ke timur, 
pada saat terdakwa berada di Lingkungan Caile Kelurahan 
Sangiaseri Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai, kondisi 
jalan menikung, sehingga Terdakwa engendarai sepeda motornya 
diluar jalur kiri jalan atau berada di jalur sebelah kanan (jalur yang 
dilalui korban) dan terdakwa tidak membunyikan klakson, tidak 
menyalakan lampu utama dan tidak melakukan pengereman, pada 
waktu bersamaan sepeda motor Yamaha bison warna merah nomor 
polisi DD 3329 ZI yang dikendarai oleh Yodi Wicaksana (korban) 
sedang berjalan dari arah berlawanan yaitu dari arah timur ke barat 
sehingga terjadi tabrakan yang mengakibatkan saksi korban dan 
saksil Adil Makmur terjatuh dengan sepeda motor yang 
dikendarainya tersebut;
Menimbang, bahwa akibat dari kecelakaan tersebut 
mengakibatkan korban Yodi Wicaksana Bin Sarbini meninggal 
dunia pada pukul 15.30 Wita di RSUD Kabupaten Sinjai, yang 
diperkuat dengan surat Visum et Repertum 
No:99.003.521/VER/RSUD-SJ/II/2016 Tanggal 27 Februari 2016 
yang ditandatangani oleh dr. Hj. Nurhidayah Yusuf, dokter jaga 
IGD Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sinjai menjelaskan : 
Dari hasil pemeriksaan dapat disimpulkan bahwa pada 
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pemeriksaan terhadap korban ditemukan luka memar di bagian 
kepala bagian kiri akibat benturan, luka memar pada kelopak mata 
kanan, disertai pendarahan dari lubang telinga dan hidung yang 
menandakan korban mengalami pecah tulang dasar tengkorak, 
korban meninggal dunia akibat trauma kepala berat dan 
pendarahan aktif dari hidung dan telinga yang menyebabkan 
korban mengalami keadaan yang disebut dengan syok hipovoliemik
(syok akibat kehilangan darah yang banyak) dan saksi korban Adil 
Makmur mengalami luka sebagaimana Visum et Repertum 
No:00.003.521/VER/RSUD-SJ/II/2016 Atas nama Adil Makmur 
Bin Makmur yang ditandatangani oleh dr. Hj. Nurhidayah Yusuf, 
dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sinjai, dengan 
kesimpulan pada pemeriksaan korban ditemukan luka memar di 
bagian kepala bagian kiri akibat benturan dan fakrot defresi di 
tulang frontal kanan yang menandakan adanya benturan keras pada 
kepala bagian kanan yang menyebabkan cekungan akibat remuk 
tulang yang menekan bagian dalam rongga kepala;
Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan 
Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua ini telah terpenuhi;
Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 310 
ayat (4) Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu 
lintas dan angkutan jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah 
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dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan 
tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim 
tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan 
pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan 
atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus 
mempertanggungjawabkan perbuatannya;
Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu 
bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi 
pidana;
Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa telah 
dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa 
penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan 
seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan 
penahan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka 
perlu ditetapkan agar terdakwatetap berada dalam tahanan;
Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit 
sepeda motor merk Yamaha byson warna merah No. Pol. DD 3329 
ZI, dikembalikan kepada Sarbini dan 1 (satu) unit sepeda motor 
merk Viar warna orange tanpa nomor polisi, dikembalikan kepada 
Hengki bin Subuh;
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Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap 
Terdakwa, maka perlu dipertimbangkanterlebih dahulu keadaan 
yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:
21. Korban Yodi Wicaksana meninggal dunia
Keadaan yang meringankan:
22. Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
23. Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
24. Terdakwa telah berdamai dengan keluarga korban dan saksi korban;
Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana 
maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
Memperhatikan, pasal 310 ayat (4) Undang-undang RI 
Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan 
Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara 
Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang 
bersangkutan;
Berdasarkan uraian unsur-unsur tersebut diatas, maka Terdakwa 
dinyatakan bersalah  secara sah menurut hukum, akan tetapi pihak 
korban telah memutuskan untuk berdamai dengan terdakwa Ad. 1.
Setiap orang;
Menimbang bahwa yang dimaksud setiap orang adalah 
menunjuk kepada setiap subyek hukum yang dapat 
mempertanggungjawabkan perbuatannya;
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Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan, 
bahwa benar Terdakwa bernama Hengki bin Subuh adalah sesuai
dengan segala identitas yang termuat dalam surat dakwaan 
Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi kesalahan orang (Error in 
Persona);
Menimbang, bahwa selama persidangfan berlangsung 
Terdakwa menunjukkan baik secara fisik maupun secara kejiwaan 
adalah sehat sehingga dapat mempertanggungjawabkan 
perbuatannya selaku subyek hukum;
Meninbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di 
atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu ini telah 
terpenuhi;
Ad. 2. Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena 
kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia;
Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan 
terungkap bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2016 sekitar 
pukul 15.00 Wita, bertempat di Lingkungan Caile Kelurahan 
Sangiaseri Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai, Terdakwa 
Hengki bin Subuh mengendarai sepeda motor merk viar warna 
orange tanpa nomor polisi yang bergerak dari arah barat ke timur, 
pada saat terdakwa berada di Lingkungan Caile Kelurahan 
Sangiaseri Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai, kondisi 
jalan menikung, sehingga Terdakwa engendarai sepeda motornya 
65
diluar jalur kiri jalan atau berada di jalur sebelah kanan (jalur yang 
dilalui korban) dan terdakwa tidak membunyikan klakson, tidak 
menyalakan lampu utama dan tidak melakukan pengereman, pada 
waktu bersamaan sepeda motor Yamaha bison warna merah nomor 
polisi DD 3329 ZI yang dikendarai oleh Yodi Wicaksana (korban) 
sedang berjalan dari arah berlawanan yaitu dari arah timur ke barat 
sehingga terjadi tabrakan yang mengakibatkan saksi korban dan 
saksil Adil Makmur terjatuh dengan sepeda motor yang 
dikendarainya tersebut;
Menimbang, bahwa akibat dari kecelakaan tersebut 
mengakibatkan korban Yodi Wicaksana Bin Sarbini meninggal 
dunia pada pukul 15.30 Wita di RSUD Kabupaten Sinjai, yang 
diperkuat dengan surat Visum et Repertum 
No:99.003.521/VER/RSUD-SJ/II/2016 Tanggal 27 Februari 2016 
yang ditandatangani oleh dr. Hj. Nurhidayah Yusuf, dokter jaga 
IGD Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sinjai menjelaskan : 
Dari hasil pemeriksaan dapat disimpulkan bahwa pada 
pemeriksaan terhadap korban ditemukan luka memar di bagian 
kepala bagian kiri akibat benturan, luka memar pada kelopak mata 
kanan, disertai pendarahan dari lubang telinga dan hidung yang 
menandakan korban mengalami pecah tulang dasar tengkorak, 
korban meninggal dunia akibat trauma kepala berat dan 
pendarahan aktif dari hidung dan telinga yang menyebabkan 
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korban mengalami keadaan yang disebut dengan syok hipovoliemik
(syok akibat kehilangan darah yang banyak) dan saksi korban Adil 
Makmur mengalami luka sebagaimana Visum et Repertum 
No:00.003.521/VER/RSUD-SJ/II/2016 Atas nama Adil Makmur 
Bin Makmur yang ditandatangani oleh dr. Hj. Nurhidayah Yusuf, 
dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sinjai, dengan 
kesimpulan pada pemeriksaan korban ditemukan luka memar di 
bagian kepala bagian kiri akibat benturan dan fakrot defresi di 
tulang frontal kanan yang menandakan adanya benturan keras pada 
kepala bagian kanan yang menyebabkan cekungan akibat remuk 
tulang yang menekan bagian dalam rongga kepala;
Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan 
Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua ini telah terpenuhi;
Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 310 
ayat (4) Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu 
lintas dan angkutan jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah 
dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan 
tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim 
tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan 
pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan
atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus 
mempertanggungjawabkan perbuatannya;
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Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu 
bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi 
pidana;
Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa telah 
dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa 
penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan 
seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan 
penahan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka 
perlu ditetapkan agar terdakwatetap berada dalam tahanan;
Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit 
sepeda motor merk Yamaha byson warna merah No. Pol. DD 3329 
ZI, dikembalikan kepada Sarbini dan 1 (satu) unit sepeda motor 
merk Viar warna orange tanpa nomor polisi, dikembalikan kepada 
Hengki bin Subuh;
Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap 
Terdakwa, maka perlu dipertimbangkanterlebih dahulu keadaan 
yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:
25. Korban Yodi Wicaksana meninggal dunia
Keadaan yang meringankan:
26. Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
27. Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
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28. Terdakwa telah berdamai dengan keluarga korban dan saksi korban;
Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana 
maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
Memperhatikan, pasal 310 ayat (4) Undang-undang RI 
Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan 
Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara 
Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang 
bersangkutan;
Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Terdakwa secara 
sah terbukti melakukan tindak pidana seperti apa yang didakwakan 
kepadanya, akan tetapi dari ke dua belah pihak baik dari pihak 
korban maupun pihak terdakwa telah berdamai. Namun Majelis 
hakim menjelaskan bahwa meskipun telah ada upaya perdamaian 
dari kedua belah pihak, majelis hakim tetap menetapkan agar 
Terdakwa Hengki bin Subuh tetap ditahan”29
3. Analisis Peneliti
Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan 
hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, 
bagi barang siapa melanggar aturan tersebut.
Menurut Peneliti “Hakim dalam memeriksa perkara pidana berusaha 
mencari kebenaran materil berdasarkan fakta apa yang terungkap dalam 
                                                          
29Tri Dharma Putra, Hakim Pengadilan Negeri Sinjai, (wawancara 27 Mei 2018)
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persidangan, serta berpegang teguh pada apa yang telah dirumuskan pada
surat dakwaan jaksa penuntut umum”.
Berdasarkan posisi kasus sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka, 
dapat disimpulkan bahwa telah sesuai dengan ketentuan baik hukum pidana 
formil maupun pidana materil serta syarat yang dapat dipidana seorang terdakwa, 
hal ini didasarkan pada pemeriksaan persidangan, dimana alat bukti yang diajukan 
Jaksa penuntut Umum, termasuk di dalamnya keterangan saksi yang saling 
bersesuaian ditambah keterangan terdakwa yang mengakui secara jujur perbuatan 
yang dilakukannya. Olehnya itu, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sinjai Bapak 
Tri Dharma Putra., SH., menjelaskan bahwa30 “Unsur perbuatan terdakwa telah 
berkaitan dengan rumusan delik yang terdapat dalam Pasal 310 ayat (4) UU RI 
No.22  tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan”.
Menurut peneliti, Majelis Hakim sebelum menetapkan atau menjatuhkan 
putusan terhadap pelaku tindak pidana yang dilakukan. Terlebih dulu 
mempertimbangkan banyak hal, misal fakta-fakta pada persidangan, 
pertimbangan-pertimbangan yuridis dan non yuridis, keadaan dan latar belakang 
keluarga terdakwa, serta hal lain yang terkait dalam tindak pidana yang dilakukan 
oleh terdakwa. Pertimbangan yuridis adalah pembuktian dari unsur tindak pidana 
yang didakwakan jaksa penuntut umum, adapun unsur-unsur dalam Pasal 310 ayat 
(4) UU RI No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Sesuai 
dengan apa yang yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum serta harus 
didasarkan dengan fakta dipersidangan.
                                                          
30Tri Dharma Putra, Hakim Pengadilan Negeri Sinjai, (wawancara 27 Mei 2018)
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Berkaitan dengan perkara tersebut pertimbangan hakim dalam memutuskan 
dan menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa dijelaskan sebagai berikut31 “dalam 
memutus suatu perkara seorang hakim harus memeperhatikan;
pertimbangan-pertimbangan yuridis seperti Pasal 310 ayat (4) UU RI No.22 
tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.18
Penjatuhan pidana dalam kasus ini, Hakim memutuskan dengan hukuman 1(satu) 
tahun 4 (empat ) bulan penjara lebih rendah dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum 
yaitu 2 (dua) tahun penjara. Adapun pertimbangan Hakim memutuskan lebih 
rendah dari apa dituntutkan Jaksa Penuntut Umum dikarenakan selama 
persidangan terdakwa bersikap sopan dan mengakui segala perbuatannya dan
berjanji tidak akan mengulanginya.
Selanjutnya, hakim tidak boleh memutus suatu perkara dengan 
menjatuhkan hukuman lebih dari apa yang menjadi tuntutan Jaksa Penuntut 
Umum. Namun Hakim mempunyai kewenangan menjatuhkan hukum lebih 
rendah dari tuntutan dengan mempertimbangkan psikologi terdakwa selama 
persidangan, yakni terdakwa mengakui segala perbuatannya didepan persidangan 
serta alasan yang memberatkan dan meringankan juga menjadi dasar 
pertimbangan hakim sebelum menjatuhkan vonis terhadap terdakwa.
                                                          
31Tri Dharma Putra, Pengadilan Negeri Sinjai, (wawancara 27 Mei 2018)
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BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil dari pembahasan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan 
sebagai berikut;
Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, maka peneliti
berkesimpulan sebagai berikut:
1. Dalam Putusan No.58/Pidsus/2016/Pn-Snj. Jaksa Penuntut Umum 
menggunakan dakwaan tunggal yaitu kesatuan Pasal 310 ayat (4) Undang-
undang RI No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang 
dibuktikan dalam persidangan adalah dakwaan pertama terdapat unsur-unsur 
dalam dakwaan tersebut dianggap terbukti oleh Jaksa Penuntut Umum 
sehingga antara perbuatan dan unsur-unsur pasal saling berkaitan. Menurut 
peneliti, penerapan hukum materil dalam kasus tersebut sudah sesuai 
dengan hukum pidana yang berlaku di Indonesia.
2. Dalam Putusan No.58/Pidsus/2016/Pn/Snj. Proses pengambilan keputusan 
yang dilakukan oleh Majelis Hakim dengan mempertimbangkan dan 
memperhatikan Pasal 310 Ayat (4) Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 
2009 tentang Lalu Lintas dang Angkutan jalan dan Undang-undang Nomor 
8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, menurut peneliti sudah sesuai 
dengan aturan Hukum yang berlaku seperti yang dijelaskan oleh peneliti
sebelumnya yaitu berdasarkan pada sekurang-kurangya dua alat bukti yang 
sah, dimana dalam kasus yang diteliti Peneliti, alat bukti yang digunakan 
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hakim adalah keterangan saksi, barang bukti, surat visum et repertum dan 
keterangan terdakwa. Kemudian bagi Hakim untuk menjatuhkan atau tidak 
menjatuhkan pidana terhadap pelaku yang dihadapkan di muka persidangan, 
selain itu, juga harus mempunyai pengetahuan atau ilmu tentang hukum 
dengan baik, bukan hanya hukum secara formil, melaikan juga hukum 
secara materil agar tidak salah dalam menentukan mana perbuatan yang 
sesuai dengan unsur yang didakwakan.
B. Saran
1. Jaksa Penuntut umum harus teliti dan cermat dalam menyusun surat 
dakwaan, mengingat surat dakwaan merupakan dasar bagi Hakim untuk 
menjatuhkan atau tidak menjatuhkan pidana terhadap pelaku yang 
dihadapkan dimuka persidangan. Selain itu, Jaksa Penuntut Umum juga 
harus mempunyai pengetahuan dan ilmu tentang hukum dengan baik, bukan 
saja hukum formil, melainkan juga hukum secara materil agar tidak salah 
dalam menentukan mana unsur yang didakwakan.
2. Hakim tidak serta merta berdasarkan pada surat tuntutan Jaksa Penuntut 
Umum dalam Menjatuhkan Pidana, melainkan pada dua alat bukti yang sah 
ditambah dengan keyakinan Hakim. Hakim harus lebih peka dalam melihat 
fakta-fakta apa yang timbul dipersidangan, sehingga dari fakta yang timbul 
tersebut, menimbulkan keyakinan Hakim bahwa terdakwa dapat atau tidak 
dipidana.
3. Beberapa hal yang kadang menjadi kendala pelaksanaan putusan apabila 
terdakwa tidak mengakui perbuatannya di depan persidangan dan kurangnya 
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alat bukti yang dihadirkan dipersidangan. Solusi atas kendala-kendala 
tersebut bahwa keterangan terdakwa oleh hakim sebaiknya dijadikan 
pertimbangan akhir, keterangan saksi alat bukti cukup dijadikan patokan 
dalam menjatuhkan putusan.
4. Dalam menjatuhkan putusan hakim harus lebih memperhatiakan unsur
unsur tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa, serta psikologis 
terdakwa dipersidangan sebaiknya dijadikan sebagai bahan pertimbangan 
hakim.
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